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ABSTRAK
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Nim : 0170104039
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Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul . Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum

Potif dan Hukum Islam

Peredaran narkotika sampai dengan hari ini secara statistik terus
meningkat dan korban dari obat terlarang tersebut juga semakin multilevel. Mulai
dari kalangan kelas menengah atas sampai kelas menengah bawah, bahkan yang
masih tergolong anak-anak sudah mengkonsumsi narkotika. Melihat fenomena
yang semakin memburuk tersebut Negara dengan kekuasaannya mengatur
pelarangan peredaran narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Nemun demikian bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa secara
positif narkotika merupakan salah satu obat yang dapat digunakan dalam rangka
kepentingan kesehatan.

Oleh karena itu Undang-undang tersebut tidak sepenuhnya melarang,
melainkan pula disertai dengan pengecualian dalam Pasal 7, yaitu: untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
Beberapa pengecualian tersebut tentu tidak dengan bebas untuk menguasai dan
menggunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan
menggunakan narkotika jenis golongan |l, sedangkan untuk kepentingan ilmu
pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan semua jenis
golongan narkotika, hanyasaja-untuk:golongan: I sangat dibatasi dan wajib
memperoleh ijin dari kementerian melalui ketua Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM).Sebagai Negara Hukum dan mayoritas penduduknya adalah
islam, maka penelitian mencoba untuk membandingkan bagaimana legalisasi
narkotika dalam hukum positif dan hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian pustaka (Library resaerch), yang dikategorikan penelitian normatif
karena mengkaji terkait dengan norma, baik norma hukum positif maupun hukum
Islam. Sehingga metode pembahasannya adalah deduktif yang bersifat deskriptif.
Studi pustaka ini menggunakan sumber data sekunder dengan sumber hokum
primier.

KATA KUNCI: Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum
Postif dan Hukum Islam
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di indonesia sudah sangat
memprihatinkan. Penggunaan narkotika yang sejatinya hanya untuk tujuan
pengobatan, kemudian bergeser menjadi konsumsi umum. Kejahatan yang terkait
dengan penyalahgunaan hingga pengedaran narkotika sudah menjadi musuh
bangsa, karena menjadi biang bagi berbagai kejahatan dan permasalahan sosial
lainnya. Massivenya peredaran narkotika di Indonesia tidak terlepas dari
perkembangan ragam narkotika yang hadir dari luar melalui penyelundupan,
maupun dari proses produksi di dalam negeri. Imbas dari itu semua,
penyalahgunaan narkotika sendiri saat ini tidak hanya di kalangan remaja,
melainkan juga pada kalangan orang tua dan anak-anak.’

Narkotika mengandung zat-zat yang berbahaya namun juga memiliki
manfaat dibidang medis meskipun tetap memiliki efek tersendiri. Maka,
pengaturan narkotika harus benar-benar diperjelas dalam hal pendistribusian dan
dalam penggunaanya tetap dalam pengawasan yang ketat. Berdasarkan keputusan
Menteri Kesehatan RI N0.1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi
(PBF) Kimia Farma mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu
pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM)
yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan narkotika oleh Pemerintah.

Tetapi masih banyak orangorang yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut.

!Rico Januar Sitorus dan Merry Natalia, “Perilaku Seksual Berisiko Pengguna
Narkotika,” Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 9, No. 4, 2015, h. 348-52.



Awalnya digunakan untuk pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien tetapi dijadikan
sebagai aktivitas ilegal.? Tak sampai disitu, obat-obatan yang termasuk narkotika
tersebut sangat diperlukan dalam bidang kedokteran khususnya dalam proses
operasi dimana obat yang digunakan tersebut merupakan golongan | dalam
tingkatan narkotika yaitu kokain. Kokain tersebut digunakan untuk memberikan
penekanan rasa sakit dikulit (bius) lebih terkhusus pembedahan mata, hidung dan
tenggorokan. Kodein termasuk golongan Il yang merupakan analgesik lemah
yang kekuatannya sekitar 1/12 dari morfin. Karena itu kodein tidak termasuk
dalam analgesik, tetapi sebagai anti kuat. Analgesik sendiri merupakan obat yang
dapat menghilangkan rasa nyeri pada penderita dan akhirnya memberikan rasa
nyaman pada penderita tersebut. Nyeri sendiri terjadi karena timbulnya rasa sakit
pada otot, kulit, benturan keras, bengkak, serta keram.®

Ditambah konstruksi sosial’ masyarakat terhadap Narkotika terbentuk
karena pemikiran dominan yang memaksa masyarakat dengan aturan hukum
maupun budaya yang mengkontrol segala aktivitas masyarakat agar tidak
menyimpang dari kaidah-kaidah hukum maupun norma dalam lingkungan sosial
tersebut. Di Tiongkok, narkotika khususnya ganja juga dilarang untuk konsumsi
untuk bersenang-senang namun memperbolehkan institusi pemerintah maupun
swasta untuk melakukan kajian-kajian resmi mengenai khasiat medis yang

terdapat pada jenis-jenis narkotika yang berseradar.*

Humas BNN dalam: Ilham Pratama Putra “Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba”,
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE33YeN-indonesia-jadi-negara-produsen-narkoba,

31bid.

“Ratsch, Christian, “Drungs Medicine : A World Tour of the Healing and Visionary
Powers of Cannabis”, Inner Traditions/Bear and Company, 2001, h. 22. Diakeses tanggal 22
oktober 2020.



Penggunanaan narkotika dalam takaran yang tidak tepat dan sembarangan
bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, itulah sebabnya penggunaan
narkotika dalam proses penyembuhan dibidang kesehatan belum dapat diterapkan
secara umum di Indonesia. Persepsi dan sikap orang terhadap narkotika saat ini
negatif, baik secara legal-formal maupun normatif berdasarkan anggapan umum
masyarakat. Ketika ada yang menyuarakan manfaat dari narkotika banyak yang
masih beranggapan bahwa hal tersebut hanyalah kepentingan pribadi semata dan
tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.>

Pasal 7 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Tetapi dalam Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa narkotika golongan |
dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal itu berarti hanya
narkotika golongan 11 dan 111 saja yang bisa digunakan untuk kepentingan medis.®
Dengan demikian secara yuridis ada jenis narkotika yang bisa digunakan untuk

kepentingan medis.

5Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1

1)
SIbid.



Dalam khazanah Islam kesehatan merupakan salah satu rahmat dan
karunia Allah Swt yang begitu besar yang diberikan kepada umat manusia.
Karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan khususnya
kehidupan manusia. untuk melindungi umatnya dalam keberlangsungan hidup
umatnya sebagaimana telah dijelaskan dalam tujuan hukum Islam yang di
antaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara
harta, dan memelihara keturunan.’

Adanya realitas medis yang semakin maju dengan berkembangnya zaman.
mengakibatkan umat Islam dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema dan
urgen ketika berhadapan antara ajaran Islam dengan realitas medis yang berpacu
seiring dengan kemajuan teknologi. Sehingga tidak jarang mereka menggunakan
sesuatu zat yang diharamkan oleh agama Islam. Karena menurut ajaran Islam
bahwa sesuatu yang bisa merusak akal dan memberikan kemudaratan pada diri
manusia, hal itu diharamkan oleh agama, serta menyuruh agar dihilangkan atau
dimusnakan.®

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengkajinya

dalam penulisan skripsi ini.

"TM. Hasbi As-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Cet 1; Jakarta: CV Bulan Bintang,
1980), h. 20.

8H. Mukhlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Figiyah, (Jakarta: PT Grafindo
Persada, 1997), h. 132.



B. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini yakni: “bagaimana legalisasi narkotika dalam
sektor medis perspektif hukum positif dan hukum Islam?”

Untuk memudahkan dalam pembahasan permasalahan pokok di atas
dirinci menjadi dua sub masalah, yakni:
a. Bagaimana legalisasi narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum

positif dan hukum Islam?

b. Bagaimana perbedaan dan persamaan legalisasi narkotika dalam sektor medis

dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?

2. Batasan Masalah
Mengingat narkotika yang diatur dalam hukum positif di Indonesia terbagi
dua yaitu golongan 1 dilarang digunakan dalam bidang medis dan golongan Il dan
Il dibolehkan untuk kepentingan medis. Karena itu masalah dibatasi pada

narkotika golongan Il dani1l.

C. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul pada
skripsi ini, beberapa istilah dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan.

Legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).®
Legalisasi berasal dari kata serapan to legalize/ legalization, yang memiliki

bermacam makna tergantung konteks yang hendak dibicarakan. Namun pada

®Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses tanggal 28 September 2020



intinya legalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi legal/sah/resmi. Proses
itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Darah, dan lain-
lain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan.
Memang, penggunaan kata legalisasi sering dipakai di dalam istilah-istilah di
bidang hukum namun tidak tertutup kemungkinan istilah tersebut juga dipakai
dalam kegiatan sehari-hari.t°

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis,
maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi,
serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat
1, narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang
memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan
kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika
pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat
penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena
sanksi hukum.!

Medis adalah ilmu dan praktik
dari diagnosis.pengobatan,dan pencegahan penyakit.  Kata medicine berasal
dari bahasa Latin medicus, yang berarti "dokter”, atau kedokteran. Kedokteran
meliputi berbagai praktik perawatan kesehatan yang berkembang untuk

mempertahankan dan  meulihkan  kesehatan. Kedokteran  kontemporer

OKonsulat Jendral RI, “Legalisasi Hukum,” https://www.indonesia-frankfurt.de/layanan-
konsuler/legalisasidokumen/Legalisasiadalahpengesahantandatangan,KementerianLuarNegeriRep
ublikindonesia. Diakses tanggal 7 Oct 2020

11Badan Narkotika Nasional RI, “Pengertian Narkotika,” https://bnn.go.id/pengertian-
narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/. Diakses pada tanggal 28 oct 2020



menggunakan ilmu  biomedis, penelitian  biomedis, genetika, dan teknologi
medis untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah cedera dan penyakit,
biasanya melalui obat-obatan atau bedah, tetapi juga melalui terapi yang beragam,
antara lain psikoterapi, splint dan traksi eksternal, peralatan medis, biologis
dan radiasi pengionisasi.'?

Kedokteran telah ada selama ribuan tahun, selama sebagian besar dari itu
adalah seni (area dari keterampilan dan pengetahuan) yang sering memiliki
hubungan dengan keyakinan agama dan filsafat dari budaya lokal. Dalam abad-
abad terakhir, sejak munculnya ilmu pengetahuan modern, kebanyakan dari
kedokteran telah menjadi ~ kombinasi seni dan ilmu pengetahuan
(baik dasar dan terapan, di bawah payung ilmu kedokteran). Sementara teknik
untuk melakukan jahitan adalah seni yang dipelajari melalui praktik, pengetahuan
tentang apa yang terjadi pada tingkat sel dan molekuler pada jaringan yang dijahit
muncul melalui ilmu pengetahuan.*®

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan
atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-
hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.*

Konsep hukum real merupakan konsep yang berlawanan dengan
konsep hukum alam. Dalam konsep ini, hak-hak diberikan bukan lewat undang-
undang, tetapi oleh "Tuhan, alam atau nalar". Hukum positif juga dideskripsikan

sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan di

12Medicine, “Online Etymology Dictionary,” https://www.etymonline.com/word/
medicine. Diakases tanggal 7 Oct 2020

Bbid.

14 Wasis S.P., Pengantar IImu Hukum, (Malang: UMM Press, 2002), h. 11


https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_alam

tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim
asalkan hukum tersebut mengikat. secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan
kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara
umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan
dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai
macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi

materinya dan lain sebagainya.®

Hukum Islam atau syariat Islam adalah seperangkat aturan dasar
tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara
langsung oleh Allah swt dan Rasul-Nya.”*® Dalam hal ini mengacu pada apa yang
telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat
Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk
umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan
kepercayaan (agidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.Syariat Islam
menurut bahasa berarti jalan-yang dilalui-umat manusia untuk menuju kepada
Allah Ta’ala. Dalam kaitan ini Islam bukanlah hanya sebuah agama yang
mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja
namun juga mengatur tentang hukum. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan

Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta’ala dan

5 1bid., h. 13-14
¥Amir Syarifuddin, Meretas ljtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di
Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h.. 4.


https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam

hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh
ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.!’

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas yang dimaksudkan dengan
“Legalisasi Narkotika Dalam Sektor Medis Dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam (Studi Perbandingan),” adalah analisis studi perbandingan terhadap
pemanfaatan narkotika golongan Il dan Il untuk kepentingan medis dalam
perspektif undang-undang Narkotika dan hukum yang bersumber dari wahyu

beserta interpretasinya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui legalisasi Narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum
positif dan hukum Islam

2. Mengetahui perbedaan dan persamaan legalisasi narkotika dalam sektor medis
dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Adapun manfaat dari penulis ini dan berdasarkan permasalahan yang telah
disampaikan penulis diatas, j/manfaat. yang,ingin:-dicapai dalam penelitian ini
sebagai berikut
a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu atau wawasan baru
bagi pengembangan ilmu hukum dan mahasisawa di Indonesia khususnya di

dalam legalisasi Narkotika dalam sektor medis.

Mryani eva, “Demokrasi Hukum Islam,” Jurnal limiah Universitas Batanghari Jambi,
Vol. 17, No. 2, 2017.



b. Manfaat Praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan
pola pikir dinamis
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pengambil
kebijakan dalam pencerahan kepada masyarakat dalam proses penyembuhan

penyakit tanpa takut tentang legalitas narkotika.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang legalisasi ganja telah dibahas dalam beberapa
referensi di antaranya penelitian Heny Rachmawati tentang “Tinjauan Hukum
Islam terhadap pengunaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan
Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika™ (Skripsi Program Sarjana,
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Tahun 2018). Hasil penelitiannya,, bahwa dalam tinjauan hukum
Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan dibolehkan
apabila dalam kenyataanya tidak hisa atau tidak ditemukan benda halal (karena
ada unsur dharurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan selain narkotika.
Pada awalnya hukuman bagi penggunaan narkotika dalam hukum Islam yaitu
ta’zir. dengan melihat bahwa tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukumhukumnya
adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari
mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak memberikan
sanksi kepada penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan apabila tidak
ditemukan benda halal. Akan tetapi, sedapat mungkin hal-hal yang dilarang

dihindari sesuai dengan aturan hukum Islam.
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Penelitian lain dilakukan oleh Yudhi Widyo Armono, tentang “Kegunaan
Narkotika dalam Dunia Medis.” Hasil penelitiannya, bahwa penggunaan
Psitoprika dalam bidang kesehatan juga bermanfaat karena asam barbiturat
(pentobarbital dan secobarbitoral) yang biasa digunakan untuk menghilangkan
rasa cemas pada pasien sebelum melakukan operasi (obat penenang) yang
bertujuan untuk mengurangi jumlah bius yang dibutuhkan pada bagian pertama
operasi karena pada awalnya sudah diberikan obat penenang sebelum melakukan
operasi. Amfetamin yang biasa digunakan menghilangkan depresi kecanduan
alkohol, mengobati kegemukan, serta keracunan zat tertentu. Selanjutnya,
penggunaan zat adiktif dalam bidang kedokteran yaitu pada dosis tertentu, nikotin
yang terdapat pada rokok dapat memulihkan ingatan seseorang. Hal ini terjadi
karena nikotin dapat merangsang sensor penerima rangsangan di otak, serta
alkohol yang dapat membunuh kuman penyakit, sehingga biasa digunakan untuk
membersihkan alat-alat kedokteran pada proses sterilisasi. Walaupun terkadang
muncul kontroversi di berbagai kalangan dalam penggunaan obat tersebut seperti
halnya pemusnahan narkotika.

Penelitian yang senada dilakukan oleh Rifgi Ridlo Phahlevy tentang
“Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum di Indonesia” (Skripsi Prodi
Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2019). Hasil penelitannya, bahwa
berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
menimbulkan pergeseran konsep narkotika. Pergeseran itu secara substansial
memang tidak pada rumusan narkotika, namun secara esensial merubah ruang

lingkup makna dari narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks
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pemidanaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah meletakkan
penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu kejahatan luar biasa di Indonesia.
Dilihat dari definisi serta dampak ataupun akibat yang di timbulkan oleh
pengguna narkotika maupun pengguna khamer. Selain dari segi dampak ataupun
akibat yang di timbulkan narkotika memiliki kedekatan esensial dengan konsep
khamer dari segi illatnya (alasan hukumnya). Namun melihat dampak luas dari
penyalahgunaan narkotika, menghukumi narkotika dengan hanya berdasar pada
konteks dampak memabukkannya, adalah satu yang tidak tepat.

Namun beberapa hasil penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini
sebab tidak dikaji dari perspektif hukum positif dan hukum Islam serta

komparatifnya.

F. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama tentang pendahuluan
terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, tujuan
dan manfaat penelitian peneitian, tinjauan pustaka.

Bab kedua menjelaskan‘landasan teori tentang Narkotika. Dalam bab ini
akan diuraikan tentang pengertian Narkotika dalam perspektif hukum positif dan
hukum islam, dasar hukum narkotika, jenis-jenis narkotika.

Bab ketiga membahas metode penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan
jenis, penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis
data.

Bab keempat membahas permasalahan penelitian. Dalam bab ini akan

dibahas legalisasi narkotika dalam sektor medis dalam perspektif hukum positif
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dan hukum Islam serta perbedaan dan persamaan pelegalan narkotika dalam
medis perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik
yang diperoleh dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang
dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa
bahan-bahan jurnal dan artikel serta lainnya yang berupa bahan tertulis.® Fokus
penelitian ini adalah menulusuri literatur yang berkaitan dengan kajian atau pokok
pembahasan hukum positif dan hukum islam khususnya yang berkaitan dengan

persoalan hukum terkait legalisasi Narkotika dalam sektor medis.
B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari
sumber pokok yang memuat tentang pembahasan yaitu:
1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2) Al-Qur’an dan hadist tentang narkotika

1J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,
(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
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2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh dari bahan pustaka
yang berhubungan dengan judul sebagai pendukung kelengkapan peneilitan yang
berasal sumber rujukan seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan internet.®

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library
research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai
buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara
mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.
D. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna
yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Agar data dapat
dikelompokkan secara baik, perlu dilakukan kegiatan awal yaitu sebagai berikut:
1. Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul yang diperoleh
secara cermat baik dari;sumber-primer.atau sumber, sekunder, mengenai hukum
Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai hukum Islam
terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

%9Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 87.
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3. Analizing, yaitu tahapan analisis terhadap data mengenai penerapan Islam
terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif
yaitu analisis dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis adalah teknik analisa
dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya. Data yang digunakan
yaitu tentang kebolehan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan
kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu tentang
mukhaddirat (narkotika).

Pola fikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang
bersifat umum, dalam hal ini teori mukhaddirat kemudian diaplikasikan kedalam
variable yang bersifat khusus yaitu penerapan hukum Islam terhadap penggunaan
narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan
pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 7 yang
menyatakan bahwa narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan,
khususnya narkotika golongan I dan narkotika golongan Il1.

2. Menurut hukum Islam penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan hanya
dibolehkan apabila dalam kenyataanya tidak bisa atau tidak ditemukan benda
halal (karena ada unsur darurat) untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan
selain narkotika. Secara pidana yang menyalahgunakan narkotika tanpa alasan

yang benar, dihukum dengan hukuman ta’zir.

B. Saran-saran

1. Terkait Undang-Undang Nomor 35: Tahun 2009 perlu diperketat untuk
pelaksaan Undang-Undang tersebut. Untuk mengefektifkan undangundang
tersebut maka diperlukan bagi setiap pimpinan daerah dan walikota untuk
menyusun suatu perda guna mengawasi dan mengontrol di tingkat daerah.

2. Adanya kerja sama antara aparat dengan masyarakat untuk memberikan
informasi kepada semua elemen masyarakat terutama remaja terhadap
penyalahgunaan narkotikadengan cara memberikan pendidikan moral serta

pendidikan agama diiringi kampanye anti narkotika.
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